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HUBUNGAN ANTARA KEBUAKAN
PEMERINTAH
DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN

Oleh Marlien T. Lapian®

ABSTRAK
The bose problem in this research, are the

policys in increasing areo villoge physical live
touch the society needless ond to know level
connection between policy of government with
participation society in increasing at village.

The population in this research is the
whole head family there is in Kali Villoge 798
XK. The big sample in this research 80 heod
fomily choosed with random. The instrument
used in this research is cuesioner helped with
interview. Whereas to get secondary doto by
data in the office of Kaii Villoge. Anaclysis
technique used in this research analysis chi-
square test and onolysis  coefficient
contingency.

The result research showed the
varigble policy of government in increasing
area physical villoge hove the good influence
to participation sodiety in increasing with the
other words the variable have firm connection
ond moke convince with the standord
significant 0,01 this thing evidence with the
result koi-quodrat 22,59 is more big than the
volues koi-quodrot 13,3  with the result
arithmetic of volues coefficient contingency
0,4652 is more big from % KK maximum
04082 or to near the volues coefficient
contingency maximum 0,8165.

Keywords : policy of government,
participation society

' Siaf Pengajar Pada Jurusan llmu Pemerintahan,
Program Studi llmu Poliitk, Universitas Sam
Rawlangi
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PENDAHULUAN
Bangsa Indonesia terus
mengupayakan pembangunan dalam berbagai

perdesaan. Namun, masih banyak wilayah
perdesaan yang belum berkembang secepat
wilayah lainnya. Pembangunan perdesaan
merupakan bagian vyang penting dari
pembangunan nasional, mengingat kawasan
perdesaan yang masih dominan (82% wilayah
Indonesia adalah perdesaan) dan sekitar 50%
penduduk Indonesia masih tinggal di kawasan
perdesaan(Statistik Potensi Desa- BPS 2005).

Lebih Lanjut menurut Statistik Potensi
Desa- BPS 2005 pembangunan perdesaan
bersifat multi dimensional dan multisektor.
Oleh karena itu, diperlukan keterpaduan dan
keterkaitan dalam pelaksanaannya. Secara
administratif, jumiah desa yang ada di
Indonesia terus bertambah. Pada tahun 2008
terdapat 67245 desa dan hanya 7.893
kelurahan (BPS, 2008) dibandingkan pada
tahun 2005 yaitu 61409 desa dan 7.365
kelurahan. Dalam rangka  melakukan
percepatan pembangunan perdesaan, telah
dan akan terus dilakukan berbagai program

dan kegiatan yang terkait dengan
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dibutuhkan juga peran aktif dari masyarakat
untuk  berpartisipasi dalam pelaksanaan
pembangunan desa mereka. Siagian (1987)
mengemukakan  dalam  setiap  usaha
pembangunan ada tiga factor, utama yang
sangat diperlukan yaitu sumber daya manusia,
sumber daya alam dan modal. Yang terpentig
dari ketiga ialah sumber daya manusia, sebab
manusia adalah subjek sekaligus objek dari
pembangunan tersebut, sehingga setiap usaha
pembangunan baru dapat berhasil jika usaha
itu ditampilkan sebagai gerakan
pembangunan yang luas dan melibatkan
seluruh rakyat dengan titik berat terutama
pada memanfaatkan semangat, gairah,
kecerdasan dan tenaga kerja setiap orang,

Dengan demikian dalam rangka
pembangunan tersebut perlu diwaspadai
hambatan yang biasa terdapat di pedesaan
seperti masyarakat desa di dalam tata
hidupnya bersifat self centered, artinya
masyarakat itu dalam menata kehidupannya
memsatkan perhatian kepada kepetingannya
sendiri, serta untuk memecahkan masalah-
masalah yang dihadapi cenderung untuk
mendasarkan pemikirannya pada pengalaman
didalam kehidupannya sendiri (Desiree Z dan
Jufrina R, 1993). Dan lagi harus diakul
sebagian dari tradisi dan adat istiadat yang
dianut menghambat dan menghalangi usaha-
usaha pembangunan, terutama untuk desa-
desa yang terisolir dari dunia luar yang
sebahagian  besar penduduknyasangat
menjunjung tinggi tradisi dan adat istiadat
yang ada dan menolaksetiap usaha untuk
merubahnya  (Siagian, 1983). Umumnya
masyarakat ini masih tradisional dalam arti
bahwa sumber penghidupan utaa dari
pedesaan masih berkaitan erat dengan usaha
tani termasuk meramu hasil hutan dan
beternak yang mungkin diiringi dengan
pemeliharaan lkan di tambak-tambak kecil
tradisional, teknologi pertanian yang dipakai
masih rendh, tenaga hewan dan manusia
merupakan sumberutama energy teknologi
usaha tani yang dipakai (Sugihen, 1997).
Sehingga untuk mengharapkan peran aktif
dari masyarakat desa untuk berpartisipasi
dalam pembangunan desa mereka masih sulit
didapati.
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Oleh sebab itu, diperlukan upaya-
upaya didalam memotivasi atau merangsang
serta mendorong  partisipsi  masyarakat
didaiam pelaksanaan pembangunan desa,
karena keberhasilan pembangunan desa tidak
hanya datang dari kebijaksanaan pemerintah
saja akan tetapi di lain pihak juga ditentukan
oleh partisipasi masyarakat desa itu sendiri
balk sebagai subjek dan objek pembangunan
tersebut.

Desa Kali Kecamatan Pineleng
memiliki luas wilayah 1146 Ha dan memiliki
jumiah penduduk sebanyak 2384 jiwa serta
jumilah kepala keluarga sebanyak 798 Kepala
Keluarga. Berdasarkan pengamatan yang telah
dilakukan didesa kali dapat dijumpai
permasalahan yang mendasari penelitian ini,
yaitu bahwa partisipasi masyarakat desa yang
datang dari pemerintah masih rendah atau
masyarakat desa masih kurang tertarik untuk
berpartisipasi terhadap pelaksanaan program-
program pembangunan fisik desa yang datang
dari pemerintah. Masyarakat desa lebih
tertarik atau terdorong untuk berpartisipasi
pada program-program pembangunan fisik
desa yag datang dari masyarakat desa sendiri
atau berdasarkan swadaya masyarakat desa,

Bertolak dari pengamatan seperti
yang dikemukakan diatas, dalam rangka
menumbuhkan, menggairahkan serta
mendorong  partisipasi masyarakat desa
diperiukan kebijakan-kebijakan dari
pemerintah desa maupun pemerintah
diatasnya didalam memberikan bantuan yang
secara langsung dapat memberi manfaat
terhadap kebutuhan masyarakat desa itu
sendiri, seperti pembuatan jalan, pembuatan
tempat penampungan air bersih, pebuatan
tempat Ibadah, dan lsin-lain. Keberhasilan
pembangunan desa bukanlah semata-mata
ditentukan oleh kebijakan-kebijakan
pemerintah, tetapi pembangunan desa akan
berhasil  apabila  melibatkan  seluruh
masyarakat desa untuk turut berperan aktif
dalam pelaksanaan program-program
pembangunan desa,

Berdasarkan  uraian-uraian  diatas,
makA  dikemukakan bahwa kebijakan-
kebijakan pemerintah tersebut merupakan
kebijakan dibidang pembangunan fisik desa
yang dalam implementasinya memerlukan
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partisipasi masyarakat, seperti memberikan
bantuan fasilitas-fasilitas tertentu yang secara
umum dapat menyentuh langsung kebutuhan
masyarakat desa, Kebijakan-kebijakan
tersebut bertujuan untuk menumbuhkan,
menggairahkan serta mendorong partisipasi
masyarakat desa dalam rangka keberhasilan
pembangunan desa.

METODE PENELITIAN

A. Variabel  Penelitian
Operasional

Variable yang akan dipakai dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan pemerintah, yang dimaksud
dengan kebijakan pemerintah adala
kebijakan-kebijakan dibidang
pembangunan fisik desa ditetapkan oleh
pemerintah dibidang pembagunan fisik
desa yang dapat menyentuh langsung
kebutuhan masyarakaat desa. Variable ini
diukur dengan indicator-indikator
ketepatan dalam pengambilan kebijakan,
peranan pemerintah dalam implementasi

dan  Definisi

kebijakan, manfaat kebijskan Dbagi
pembangunan.
b. Partisipasi masyarakat, yang dimaksud

dengan partisipasi masyarakat adalah
keikutsertaan warga masyarakat desa
dalam proses pembangunan desa, balk
dalam proses pengambilan keputusan
maupun dalam proses implementasi dari
program-program yang datang dari
pemerintah. Adapun indicator adalah
sebagai  berikut Keikutsertaan
masyarakat dalam berbagai rapat yang
diadakan oleh pemerintah  desa,
keikutsertaan masyarakat dalam
memberikan  sumbangan  pemikiran
kepada pemerintah desa, keikutsertaan
masyarakat terlibat dalam kegiatan
pembangunan.
B. Populasi dan Sampel
Yang menjadi populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga
yang ada di Desa Kali yang berjulaj 798 KK.
Besar sampel dalam penelitian Ini berjumiah
80 kepala keluarga yangdipilih secara random.
C. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data
Instrumen yang digunakan dalam
penelitian Ini adalah kuesioner dibantu
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dengan wawancara. Sedangkan untuk untuk
mendapatkan data sekunder melalui data
yang ada dikantor Desa Kali
D. Teknik Analisa Data
Teknik analisa yang digunakan dalam
penelitian ini, adalah sebagal berikut:
a. Analisa chi-square test, teknik ini

digunakan untuk mengetahui ada
tidaknya hubungan antara kebijakan
pemerintah dengan partisipasi
masyarakat. Analisis chi-square
menggunakan rumus :
X2 = o= fh)z
fa
{Sutrisno Hadi, 2002)

b. Analisa koefisien kontigensi, digunakan
untuk mengetahul derajat  hubungan

antara  kedua  variable  dengan
menggunakan rumus :
’ x2
ARs J¥*+n

c. Aturan keputusan penerimaan, hipotesis
yang akan diuji pada taraf uji 1 % atau
0.01. namun bila ternyata tidak teruji
maka akan diuji pada taraf 5% atau
0.05, jika hasil pnelitian nanti berada lebih
kecil dari taraf signifikan maka hipotesis
ditolak.

Dari hasil analisa data, dapatiah
diketahul dari semua responden yang telah
menjawab kuesioner, terdapat 43.75% yang
menyatakan kebijakan pemerintah dibidang
pembangunan desa "sangat tepat”, 41.25%
responden menyatakan “cukup tepat” dan
15% vyang menyatakan bahwa kebijakan
pemerintah dibidang pembangunan “kurang
tepat” untuk kepentingan masyarakat

Berdasarkan data, dapat
menggambarkan tentang kebijakan-kebijakan
pemerintah dibidang pembangunan dalam
rangka pembangunan desa sudah menyentuh
kehidupan masyarakat desa dan sangat
diperlukan  untuk aktivitas masyarakat.
Kebijakan-kebijakan pemerintah dibidang
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pembangunan dalam penelitian ini sudah
tepat sasaran.

Pembangunan desa dapat dilihat
sebagai suatu metode, proses, karena ini
merupakan  salah  satu  cag  untuk
melaksanakan pembangunan desa dengan
melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan
mengaitkan seluruh aspek kehidupan. Sebagal
suatu proses, karena pendekatan ini mencoba
mentransformasikan  kehidupan masyakat
desa dengan berorientasi tradisional menuju
suatu kehidupan yang lebih berorientasi pada
perkembangan limu  pengetahuan dan
teknologi dalam setiap aspek kehidupan
masyarakatnya. Sebagal sasaran, karena suatu
peningkatan kualitas hidup yang lebih baik,
peluang yang semakin terbuka utnuk
mengembangkan diri dan pengembangan
Institusi sosial ekonomi dan pelayanan yang
setara dengan masyarakat kota (Simamora,
2013)

B. Partisipasi Masyarakat

Hasil analisa data memberikan
gambaran tentang partisipasi masyarakat desa
terhadap program pembangunan fisik desa
yang berasal dari pemerintah 48% dari
responden mengatakan “sering” berpartisipasi
dalam proses pembangunan desa, 40%
responden mengatakan “kadang-kadang”
dalam berpartisipasi dalam pembangunan dan
11.25% responden yang mengatakan “jarang
sekall” berpartisipasi dalam pebangunan.

Berdasarkan data tersebut
menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat
terhadap pembangunan cuku tinggi, hal ini
berarti  kesadaran  masyarakat  akan
pentingnya  program/  kebijakan  yang
diberikan pemerintah bersentuh langsung
dengan kepentingan masyarakat. Pada tahap
pembangunan biasanya peranan pemerintah
biasanya besar. Kegiatan pembangunan
sebagian besar adalah usaha pemerintah,
Bahkan di Negara yang menganut sosialisme
yang murni, seluruh kegiatan pembangunan
adalah tanggungjawab Pemerintah. Namun
dalam keadaan negara berperan besarpun,
partisipasi masyarakat di perlukan untuk
menjamin berhasiinya pembangunan
(Kartasasmita, 1997).
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C. Hubungan Antara Kebijakan Pemerintah
di Bidang Pembangunan Fisik Desa
dengan Partisipasi Masyarakat

Dari hasil analisa data menunjukkan
hubungan antara kebijakan pemerintah
dibidang pembangunan fisikk desa dengan
partisipasi masyarakat, diketahui hal-hal
sebagai berikut :

1. Dari 35 responden yang menyatakan
kebijakan  pemeritah di  bidang
pembangunan fisik “ sangat tepat” untuk
kepentingan atau kebutuhan masyarakat
desa, sebanyak 27 responden
menyatakan “ sering” berpartisipasi
dalam pembangunan desa, dan sebanyak
6 responden yang menyatakan “"kadang-
kadang”,serta 2 responde yang * jarang
sekali” berpartisipasi dalam
pembangunan,

2. Dari 33 responden yang menyatakan
kebijakan  pemerintah di  bidang
pembangunan fislk desa * cukup tepat”
untuk kepentingan atau kebutuhan
masyarakat, sebanyak 7 responden yang
menyatakan “sering”, sebanyak 22
responden yang menyatakan “kadang-
kadang”, serta 4 responden yang “jarang
sekali” berpartisipasi dalam
pembangunan desa.

3. Dari 12 responde yang menyatakan
kebijakan  pemerintah di  bidang
pembangunan fisik desa “ Kurang tepat”
untuk kepentingan dan kebutuhan
masyarakat, sebanyak 5 responden
“sering” berpartisipasi da sebanyak 4
responden yang menyatakan “kadang-
kadang”, 3 respnden yang menyatakan
“jarang sekall” berpartisipasi dalam
pembangunan desa.

Dari pernyataan-pernyataan tersebut
telah menggambarkan bahwa kebijakan
pemerintah di bidang pembangunan fisik desa
semakin  menyentuh  kepentingan atau
kebutuhan masyarakat banyak, maka semakin
tinggl pula partisipasi masyarakat dalam
proses pembangunan tersebut.

Dari hasll perhitungan  kai-kuadrat
(x*)diperoleh nilai 22.59, angka ini ternyata
lebih besar dari nilai kritik chi-square pada
taraf signifikan 0.01dengan derajat bebas 4
yaitu 13.3, inl berartl kedua variable tersebut
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mempunyai hubungan vyang  signifikan,
sedangkan hasil hitung koefisien kontingensi
diperoleh nilai 0.4692 yang ternyata adalah
lebih besar dari nilai Y% koefisien, kontigensi
maksimum yaitu 0.4082 atau berada lebih
dekat dari nilai koefisien kotigensi maksimum
yaitu 0.8165

Dari  hasil perhitungan di atas
menunjukkan bahwa derajat hubungan antara
kebijakan pemerintah dengan partisipasi
masyarakat desa adalah sangat erat atau
meyakinkan dengan berada pada taraf
signifikan 0.01.

PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan uralan-uraian yang telah
dikemukakan , maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:

1. Pembangunan merupakan suatu proses
pembaharuan yang berkesinambungan
dan terus menerus dari suatu keadaan
tertentu kepada suatu keadaan vyang
dianggap lebih baik. Begitu juga dengan
pembangunan desa yang merupakan
proses perubahan nilai-nilai  dalam
kehidupan masyarakat desa yang lama
kearah nilai-nilai baru yang lebih baik,
secara terencana dan terpadu,

2. Terselenggaranya pebangunan  desa
adalah meupakan tanggug jawab
bersama antara pemerintah  dan
masyarakat,dimana pemerintah
mengeluarkan kebijakan-kebijakan
didalam rangka pembangunan desa dan
masyarakat berkewajban memberikan
partisipasinya di dalam pembangunan.

3. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa
variable kebijakan pemerintah di bidang
pembangunan fisik desa mempunyai
pengaruh yang baik terhadap partisipasi
masyarakat di dalam
pembangunan.dengan kata lain bahwa
kedua variable mempunyai hubungan
yang eratdan meyakinkan dengan berada
pada taraf signifikan 0.01. hal ini terbukti
dengan hasil kai-kuadrat 22.59 vyang
adalah jauh lebih besar dari nilal kritik
kai-kuadrat 13.3. dengan demikian hasil
hitung nilal koefisien kontegensi 0.4692
yang adalah lebih besar darl nilal ¥% KK
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maksimum 0.4082 atau mendekati pada
nilai koeisien kontigensi maksimimum
0.8165

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang
telah diuraikan,dapatiah dikemukakan sarn-
saran sebagal berikut :

1. Kebijakan = kebijakan yang diambil oleh
pemerintah dalam rangka pembangunan
desa di bidang pembangunan fisik desa
perlu  lebih  ditingkatkan  dengan
memperhatikan aspirasi dan kebuthan
masyarakat desa, sehingga masyarakat
akan lebih termotivasi atau terdorong
untuk berpartisipasi dalam pembangunan

2. Dalam rangka melaksanakan kebijakan-
kebijakan  pemerintah  di  bidang
pembangunan fisik desa diperlukan peran
aktif dari semua unsure yang ada didesa.

3. Pemerintah desa  harus  selalu
memperhatikan aspirasi masyarakat desa
serta dapat melihat  kekurangan-
kekurangan yang dibutuhkan oleh
masyarakat desa didalam  rangka
memajukan pembangunan desa untuk
kesejahteraan masyarakat desa, atau
dengan kata lain pemerintah desa
haruslah melaksanakan pembangunan
desa tanpa harus menunggu kebijakan
dari pemerintah, tetapi pembangunan
desa dapat dilakukan seara swadaya dari
masyarakat desa guna mewujudkan
kebutuhan-kebutuhan vyang diperlukan
oleh masyarakat desa,
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